BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 19 TAHUN 2022

TENTANG

EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

. bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terukur

dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah
Daerah yang merupakan bentuk pelindungan kepada
masyarakat dan kewajiban bagi Pemerintah Daerah,;

.bahwa untuk menjamin akuntabilitas penyelenggaraan

Pemerintah Daerah agar sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perlu dilakukan evaluasi Kkinerja
Pemerintah Daerah;

. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu mengatur
tentang evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
daerah dengan Peraturan Bupati;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah Daerah;

.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus
1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat
II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor
52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2757);

.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11



Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan
Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614),

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG EVALUASI AKUNTABILITAS

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Batang.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Batang.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah.

Instansi Pemerintah adalah Pemerintah Daerah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP
adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah
melalui implementasi Sistem AKIP.

Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai,
atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi
atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan
peningkatan kinerja Instansi Pemerintah.

Sistem AKIP yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematik
dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan



penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian,
pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam
rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja Instansi Pemerintah.

Pasal 2
(1) Pelaksanaan Evaluasi AKIP secara umum bertujuan untuk mengetahui
pelaksanaan AKIP dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang
tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah.
(2) Pelaksanaan Evaluasi AKIP secara khusus bertujuan untuk:
a. memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
b. menilai tingkat implementasi SAKIP;
c. menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
d. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
e. memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode
sebelumnya.

Pasal 3
Ruang lingkup Evaluasi AKIP yakni penyelenggaraan SAKIP terdiri atas:
perencanaan kinerja;
pengukuran kinerja;
pelaporan kinerja; dan
akuntabilitas kinerja internal.
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BAB II
PELAKSANAAN EVALUASI AKIP

Pasal 4

(1) Bupati melakukan Evaluasi AKIP Perangkat Daerah setiap tahun.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim evaluator
yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.

(3) Tim evaluator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur
antara lain:

a. Inspektorat Daerah;
b. Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan;
c. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.

(4) Evaluasi AKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

(5) Format Evaluasi AKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

(1) Bupati melakukan pembinaan, koordinasi, pemantauan, dan supervisi
hasil Evaluasi AKIP.

(2) Pembinaan penyelenggaraan SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.

(3) Koordinasi penyelenggaraan SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan.

(4) Pemantauan dan supervisi penyelenggaraan SAKIP sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.

(5) Bentuk pembinaan, koordinasi, pemantauan, dan supervisi hasil Evaluasi
AKIP tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 13 Mei 2022

BUPATI BATANG,
ttd

WIHAJI

Diundangkan di Batang
pada tanggal 13 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,
ttd

LANI DWI REJEKI

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2022 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya,

Pembina Tingkat I
NIP. 19690207 199303 2 008


HKM
Typewritten text
Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SITI GHONIYAH, S.H
Pembina Tingkat I
NIP. 19690207 199303 2 008

HKM
Typewritten text
BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

HKM
Typewritten text
Ditetapkan di Batang
pada tanggal 13 Mei 2022

HKM
Typewritten text
Diundangkan di Batang
pada tanggal 13 Mei 2022

HKM
Typewritten text
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

HKM
Typewritten text
BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2022 NOMOR 19


LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 18 TAHUN 2022

TENTANG

EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH DAERAH

EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH
BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang Evaluasi AKIP

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang
dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi
Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel,
pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik
kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun
2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan
rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang
dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data,
pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi
pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja
instansi pemerintah untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP
dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja
yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi
AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan
dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat
maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten
meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja
(hasil) yang telah direncanakan. Pelaksanaan evaluasi AKIP harus
dilakukan dengan sebaik-baiknya, untuk itu diperlukan suatu pedoman
evaluasi AKIP yang dapat dijadikan panduan bagi para evaluator. Pedoman
ini disusun dengan maksud untuk memberikan petunjuk umum dalam
rangka evaluasi AKIP, yang berisi tentang metode evaluasi, mekanisme
pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan hasil evaluasi. Pada setiap penugasan
evaluasi AKIP atas implementasi SAKIP perlu dirancang desain evaluasi
tersendiri berupa petunjuk teknis pelaksanaan evaluasi untuk memenuhi
tujuan evaluasi AKIP yang ditetapkan sesuai dengan kondisi pada saat
pelaksanaan evaluasi.

Kerangka Logis Evaluasi AKIP

Evaluasi AKIP diawali dengan perumusan tujuan evaluasi, kemudian
dilanjutkan dengan penentuan ruang lingkup evaluasi, perancangan desain
evaluasi, menentukan mekanisme pelaksanaan evaluasi, diakhiri dengan
pelaporan dan pengomunikasian hasil evaluasi. Kerangka logis evaluasi
AKIP secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:
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Tujuan Evaluasi AKIP

Secara umum tujuan evaluasi AKIP adalah untuk mengetahui sejauh
mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong
peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil,
sehingga diharapkan dapat mendorong setiap Perangkat Daerah untuk
berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil)
yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP. Tujuan evaluasi AKIP
secara khusus dapat ditentukan setiap tahun sesuai dengan kebijakan atas
implementasi SAKIP yang ditetapkan. Tujuan dan Sasaran evaluasi sangat
bergantung pada para pihak pengguna hasil evaluasi dan kebijakan
pimpinan Daerah/ Perangkat Daerah yang diberi wewenang untuk
melakukan evaluasi, dengan mempertimbangkan berbagai kendala yang
ada. Tujuan khusus dilakukannya evaluasi AKIP setiap tahunnya adalah
minimal untuk:
Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
Menilai tingkat implementasi SAKIP,
Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP;
dan
Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode
sebelumnya.
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Ruang Lingkup Evaluasi AKIP
Evaluasi AKIP dilaksanakan oleh Tim Evaluator Internal yang

dibentuk oleh Pemerintah Daerah kepada seluruh Perangkat Daerah yang
telah menyampaikan Laporan Kinerjanya kepada Bupati melalui aplikasi e-
SAKIP (http://grms.batangkab.go.id:8080/sakip/} dan aplikasi elektronik
SAKIP Reviu (esr.menpan.go.id). Evaluasi AKIP meliputi kegiatan evaluasi
terhadap implementasi SAKIP mulai dari perencanaan kinerja baik
perencanaan Kkinerja jangka panjang, perencanaan kinerja jangka
menengah, dan perencanaan kinerja jangka pendek. Termasuk penerapan
anggaran berbasis kinerja, pengukuran kinerja, dan monitoring pengelolaan
data kinerja, sampai pada pelaporan hasil kinerja, serta evaluasi atas
pencapaian kinerja. Dalam penerapannya, ruang lingkup evaluasi AKIP
mencakup. antara lain:

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai
untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;

2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah
menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai
kinerja;

3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas
pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya




perbaikan /penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam
penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;

4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan
kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk
efektifitas dan efisiensi kinerja; dan

5. Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja
lainnya.

Evaluasi AKIP dapat dilaksanakan setiap tahun sesuai dengan
kebutuhan penilaian nasional terhadap implementasi SAKIP. Pertimbangan
utama dalam menentukan ruang lingkup evaluasi AKIP adalah kemudahan
dalam pelaksanaan dan dukungan sumber daya yang tersedia.
Pertimbangan ini merupakan konsekuensi logis karena adanya
keterbatasan sumber daya sehingga ruang lingkup dapat disesuaikan.

BAB II
PERANCANGAN DESAIN EVALUASI AKIP

Informasi pertanggungjawaban kinerja yang diungkapkan dalam
dokumen laporan kinerja bukanlah merupakan satu-satunya informasi yang
digunakan dalam evaluasi AKIP. Perencanaan kinerja perlu menjadi perhatian
utama dalam evaluasi AKIP diantaranya dengan melihat perubahan yang lebih
baik dalam perencanaan kinerja berdasarkan hasil kinerja sebelumnya.
Informasi terkait kinerja lainnya dapat digunakan dalam analisis evaluasi AKIP,
juga termasuk berbagai hal yang dapat dihimpun guna mengukur keberhasilan
atau pun keunggulan instansi. Cakupan informasi jika dilihat dari kepentingan
pihak-pihak pengguna informasi hasil evaluasi, antara lain:

1. Informasi untuk mengetahui tingkat kemajuan/perkembangan (progress);
2. Informasi untuk membantu agar tetap berada pada alurnya (efektif); dan
3. Informasi untuk meningkatkan efisiensi.

Kendala-kendala yang secara umum dihadapi oleh evaluator dalam
melaksanakan evaluasi AKIP antara lain sempitnya waktu, terbatasnya
anggaran, minimnya orang/aparatur yang kompeten, jauhnya lokasi, dan
kurangnya fasilitas pendukung pelaksanaan evaluasi. Sesuai dengan
perkembangan jaman, salah satu cara mudah mengatasi hal-hal tersebut adalah
dengan membangun sistem aplikasi evaluasi AKIP berbasis web. Namun
demikian, persiapan yang matang sebelum melaksanakan evaluasi merupakan
salah satu strategi/upaya yang harus dilakukan untuk menjaga kualitas
evaluasi, yaitu dengan menyusun desain evaluasi yang optimal agar
pelaksanaan evaluasi dapat berjalan dengan maksimal.

Desain evaluasi pada intinya mengidentifikasikan jenis informasi yang
perlu disesuaikan dengan tujuan evaluasi, misalnya: deskripsi, pertimbangan
profesional (judgement), dan interpretasi. Jenis pembandingan yang akan
dilakukan harus disesuaikan dengan  jenis penilaian  penilaian
kelayakan/progress, penilaian efektivitas, dan evaluasi efisiensi) yang masing-
masing memerlukan jenis pembandingan yang berbeda, sehingga memerlukan
desain evaluasi yang berbeda.

Elemen-elemen dalam desain evaluasi yang harus dipertimbangkan secara
spesifik dalam pengumpulan informasi, antara lain:

Jenis informasi;

Sumber informasi;

Metode pengumpulan informasi;

Waktu dan frekuensi pengumpulan informasi;

Pembandingan hasil analisis informasi (dampak atau hubungan sebab
_akibat), dan

Analisis perencanaan.
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Berdasarkan pertimbangan di atas, desain evaluasi AKIP yang perlu

dibentuk setidaknya memenuhi kebutuhan berikut:
Sumber Daya, Instrumen, dan Alat Evaluasi AKIP

A.

Pengorganisasian evaluasi AKIP bertujuan untuk mempersiapkan

kebutuhan sumber daya manusia (SDM) evaluator, perencanaan evaluasi,
pelaksanaan evaluasi, dan pengendalian evaluasi.

1.

Kebutuhan SDM Evaluator
Hal terpenting dalam evaluasi AKIP adalah ketersediaan SDM
yang memenuhi persyaratan sebagai evaluator sesuai dengan standar
dan kode etik evaluator. Dengan semakin banyak SDM yang memenuhi
standar dan mematuhi kode etik, akan terbentuk tim yang berkualitas
yang dapat menjadi pemicu utama keberhasilan mewujudkan hasil
evaluasi AKIP yang berkualitas. Susunan Tim Evaluasi minimal terdiri
atas:
a. Penanggung Jawab
b. Pengawas (Supervisor)
c. Ketua Tim
d. Anggota Tim
Perencanaan Evaluasi AKIP
Perencanaan evaluasi AKIP merupakan kunci penting dalam
keberhasilan pelaksanaan evaluasi, karena memberikan kerangka
kerja (framework) bagi seluruh tingkatan manajemen evaluasi dalam
melaksanakan proses evaluasi. Secara garis besar, terdapat beberapa
hal penting yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan evaluasi
AKIP, yaitu:
a. Identifikasi pengguna hasil evaluasi:
b. Pemilihan pertanyaan evaluasi yang penting;
c. Identifikasi informasi yang akan dihasilkan; dan
d. Identifikasi sistem komunikasi dengan pihak yang terkait.
Berdasarkan perencanaan evaluasi, evaluasi AKIP dapat
dikategorikan kedalam beberapa tingkatan evaluasi, yaitu:
a. Evaluasi Sederhana (desk evaluation)

Evaluasi AKIP sederhana hanya dengan menelaah dokumen
ataupun informasi lain yang tersedia atas implementasi SAKIP,
Tanpa menguji kebenaran atas pembuktian di lapangan melalui
reviu atau wawancara langsung kepada evaluatan.

Evaluasi ini dapat meliputi pengungkapan dan penyajian
informasi kinerja dalam dokumen Laporan Kinerja, dokumen
Rencana Strategis, dokumen Perjanjian Kinerja, dengan
melakukan telaah misalnya, keselarasan antar komponen dalam
perencanaan strategis, logika pelaksanaan program, dan logika
strategi pemecahan masalah yang direncanakan/diusulkan, serta
keberhasilan /kegagalan pencapaian kinerja.

b. Evaluasi Terbatas

Evaluasi ini menggunakan langkah-langkah pada evaluasi
sederhana, hanya saja ditambah dengan berbagai konfirmasi,
pengujian, dan penelitian terbatas pada komponen akuntabilitas
kinerja tertentu. Misalnya, evaluasi untuk mengetahui tindak
lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi AKIP sebelumnya atau
evaluasi untuk mengetahui akuntabilitas kinerja yang terbatas
pada penelitian, pengujian, dan penilaian atas kinerja
pelaksanaan program tertentu.

c. [Evaluasi Mendalam in depth evaluation atau disebut "Evaluasi"
saja)

Evaluasi ini merupakan pendalaman dari evaluasi
sederhana dan evaluasi terbatas yang ditambah dengan pengujian



dan pembuktian di lapangan, baik dari praktik nyata atas
implementasi SAKIP maupun kombinasi dengan hasil wawancara
mendalam. Evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP
secara mendalam tidak harus dilakukan terhadap seluruh elemen,
unit, atau pun kebijakan, program, dan kegiatan pada instansi
pemerintah/unit kerja. Evaluasi dapat dilakukan dengan
pengujian dan pembuktian secara lebih mendalam terhadap uji
petik (sampling) atau pernilihan beberapa elemen, unit, atau pun
kebijakan, program, dan kegiatan

Untuk menjamin akuntabilitas perencanaan evaluasi, maka
perlu disusun instrument berupa Program Kerja Evaluasi dan dan
Langkah Kerja Evaluasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran
II.

B. Metode dan Teknik Evaluasi AKIP

1.

Metodologi Evaluasi AKIP

Metodologi yang dapat digunakan dalam evaluasi AKIP adalah
kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan
mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan)
karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan
dan mempertimbangkan kendala yang ada. Dalam hal ini, evaluator
perlu menjelaskan tujuan evaluasi AKIP, aktivitas evaluasi yang akan
dilakukan, serta kendala yang akan ditemukan dalam evaluasi kepada
pihak yang dievaluasi. Langkah pragmatis ini diambil agar dapat lebih
cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP
sehingga dapat menghasilkan rekomendasi hasil evaluasi yang
meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Teknik Evaluasi AKIP

Berbagai teknik evaluasi yang dapat digunakan secara umum
untuk memenuhi tujuan evaluasi, antara lain telaah sederhana, survei
sederhana, survei yang detail dan mendalam, verifikasi data, riset
terapan (applied research). survei target evaluasi (target group).
penggunaan metode statistik penggunaan metode statistik non-
parametrik, pembandingan (benchmarking), analisis lintas bagian

(cross section analysis), analisis kronologis (time series analysis).

tabulasi, penyajian pengolahan data dengan grafik/ikon/simbol-

simbol, dan sebagainya.

Teknik evaluasi yang akan digunakan oleh evaluator dalam
evaluasi AKIP akan bergantung pada:

a. Kedalaman evaluatan instansi pemerintah) dalam memahami dan
mengimplementasikan SAKIP:

b. Tingkatan tataran (context) yang dievaluasi dan bidang content
permasalahan yang dievaluasi. Evaluasi pada tingkat kebijakan
berbeda dengan evaluasi pada tingkat pelaksanaan program.
Begitu juga evaluasi terhadap pelaksanaan program berbeda pula
dengan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan.

c. Validitas dan ketersediaan data yang mungkin diperoleh

Beberapa teknik dalam evaluasi yang dapat digunakan dalam
pelaksanaan evaluasi AKIP, antara lain:

a. Cheklist Pengumpulan Data dan Informasi

Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan
menyerahkan serangkaian daftar kebutuhan data dan informasi
yang akan diisi dan dipenuhi oleh instansi pemerintah/unit kerja
secara mandiri. Cheklist kebutuhan data dan informasi berisi
daftar dokumen, data, dan/informasi yang dibutuhkan dalam



pelaksanaan evaluasi AKIP, sehingga pihak penyedia informasi
dan data (responden) dapat memenuhi kebutuhan tersebut.
b. Komunikasi melalui Tanya Jawab Sederhana
Merupakan bentuk pengumpulan data dan informasi yang
dilakukan dengan pengajuan pertanyaan secara langsung kepada
penyedia data dan informasi. Jawaban yang diterima dari penyedia
data dan informasi dicatat secara langsung. Komunikasi dapat
dilakukan dengan wawancara secara langsung, maupun melalui
media telekomunikasi yang tersedia, seperti telepon, chat,
ataupun digital meeting. Dalam hal ini, sebaiknya disiapkan
terlebih dahulu jadwal dan catatan mengenai hal-hal atau materi
yvang akan ditanyakan. Hal penting lainnya yang harus
dipersiapkan antara lain sikap, penampilan, dan perilaku yang
mengarah untuk dapat bekerja sama.
b. Observasi
Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan
melakukan pengamatan terhadap suatu aktivitas. Observasi di
sini dimaksudkan dalam pengertian sempit, yaitu observasi
dengan menggunakan alat indera seperti mengunjungi lokasi
dalam rangka mengamati proses dan jalannya aktivitas.
c. Studi Dokumentasi
Merupakan teknik mengumpulan data dan informasi yang
tidak secara langsung ditujukan kepada atau diperoleh dari
instansi pemerintah /unit kerja yang dievaluasi, melainkan melalui
sumber literasi lain seperti peraturan perundangan dan media
informasi baik cetak maupun elektronik/digital.

BAB 111
MEKANISME EVALUASI AKIP

Mekanisme evaluasi AKIP dapat dikelompokan dalam beberapa tahapan,
antara lain pendokumentasian, analisis, dan interpretasi data dan informasi
yang diperlukan dalam evaluasi AKIP, pembahasan dan penyusunan rancangan
Laporan Hasil Evaluasi (LHE), reviu rancangan LHE AKIP, serta pengendalian
evaluasi AKIP, seperti gambar berikut:

- Pendohutnentatan
Data
Analesis Data
- ’ ’ ) g.;;,,,‘;;;w. rasins sasnser ;..,«,\ At re Arom iy S 41
inteeprestay: Oata . ] moanasan dan Fenyusunan Pemantauan Berkelanjutan
Rancangan LHE j
Reviu Rancangan L HE . L Pengendalan Evaluasi

1. Pendokumentasian, Analisis, dan Interpretasi
Data Aktivitas utama dalam pelaksanaan evaluasi adalah
pengumpulan dan analisis data serta menginterpretasikan hasilnya melalui
Kertas Kerja (KK) dan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) sebagaimana tertuang
dalam Lampiran . Hal ini sesuai dengan tujuan evaluasi yaitu untuk
memberikan keyakinan bahwa implementasi SAKIP yang telah dilakukan
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oleh instansi pemerintah/unit kerja telah memadai, kemudian dapat

diberikan saran atau rekomendasi guna meningkatkan AKIP.

2. Pembahasan dan Penyusunan Rancangan Laporan Hasil Evaluasi (LHE)
Sebelum rancangan LHE disusun, dilakukan pembahasan oleh tim
evaluator, termasuk pengawas (supervisor) dan penanggung jawab atas
informasi hasil evaluasi yang diperoleh tim evaluator. Rancangan LHE
harus disusun oleh ketua tim dan setidaknya memuat:

a. Nilai/ Predikat Hasil Evaluasi

b. Kondisi

c. Rekomendasi

Meskipun sebelum penyusunan rancangan LHE telah diadakan
pertemuan pembahasan di internal tim evaluator, dalam penerapannya
perlu dilakukan pembahasan rancangan LHE bersama-sama dengan tim
yang lain.

2. Reviu Rancangan LHE AKIP

LHE disusun berdasarkan prinsip kehati-hatian dan mengungkapkan
hal-hal penting bagi perbaikan manajemen kinerja instansi
pemerintah/unit kerja yang dievaluasi. Permasalahan atau temuan
sementara hasil evaluasi (tentative finding) dan saran perbaikannya harus
dapat diungkapkan secara jelas dan dikomunikasikan kepada pihak
instansi pemerintah/unit kerja yang dievaluasi untuk mendapatkan
konfirmasi ataupun tanggapan bahkan perbaikan secukupnya. Penulisan
LHE harus mengikuti kaidah-kaidah umum penulisan laporan yang baik,
antara lain penggunaan kalimat yang jelas dan bersifat persuasif untuk
perbaikan, tidak menggunakan ungkapan yang ambigu sehingga
membingungkan dalam proses penyimpulan dan kompilasi data. Evaluator
harus berhati-hati dalam menginterpretasikan data hasil evaluasi,
menyimpulkan, dan menuangkannya dalam LHE.

Setelah rancangan LHE disusun oleh ketua tim evaluasi, dilakukan
reviu draft LHE secara berjenjang oleh pengendali teknis dan pegendali
mutu untuk memastikan objektivitas serta kesesuaian standar kualitas
LHE, sebelum akhirnya LHE ditandatangani oleh penanggung jawab
evaluasi.

Dalam hal, evaluasi AKIP dilakukan melalui tugas pembantuan oleh
Instansi Pemerintah lain kepada Kementerian PANRB, rancangan LHE yang
disusun termasuk lembar kerja evaluasi (LKE)-nya perlu direviu terlebih
dahulu oleh Kementerian PANRB sebelum disampaikan kepada pihak yang
dievaluasi (evaluatan).

a. Finalisasi LHE AKIP
Penyusunan LHE merupakan tahap akhir dalam pelaksanaan evaluasi.
Finalisasi LHE ditandai dengan penandatanganan LHE oleh
penanggung jawab hasil evaluasi AKIP, yang dilakukan setelah adanya
reviu berjenjang.

b. Penyampaian dan Pengomunikasian LHE AKIP Penyampaian LHE
sebaiknya dilakukan secara langsung dengan mengomunikasikan hal-
hal yang penting dan mendesak sebagai hasil evaluasi AKIP yang telah
dilaksanakan. Penyampaian dan pengomunikasian LHE secara
langsung juga dapat memotret respon, tindakan, dan antusiasme dari
para pengambil keputusan pada instansi pemerintah/unit kerja
sebagai pengguna hasil evaluasi dalam memperbaiki/meningkatkan
implementasi SAKIP dan mendorong peningkatan pencapaian kinerja
yang tepat sasaran dan berorientasi hasil mewujudkan capaian kinerja
(hasil) yang telah direncanakan.

4. Pengendalian Evaluasi AKIP

Pengendalian evaluasi AKIP dimaksudkan untuk menjaga agar
evaluasi berjalan sesuai dengan rencana untuk mencapai tujuan evaluasi.
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Aktivitas ini perlu dilakukan agar proses evaluasi tetap terarah pada
kesimpulan yang bermanfaat, sesuai dengan target, tepat waktu, serta tepat
biaya. Pengendalian evaluasi AKIP yang dapat dilakukan antara lain:

a. Melakukan pembahasan berkala internal tim evaluator;

b. Melakukan pembahasan berkala antara sesama tim evaluator; dan

c. Melakukan pembahasan dengan pihak lain yang terlibat atau
berpengalaman lebih dalam evaluasi (tenaga ahli).

Pembahasan antar evaluator (anggota tim, ketua tim, pengawas,
dan/atau penaggung jawab evaluasi) perlu dilakukan untuk menjaga mutu
hasil evaluasi, antara lain dengan cara sebagai berikut:

a. Reviu tingkat 1 dilakukan di masing-masing internal tim evaluasi.

b. Reviu tingkat 2 dilakukan dalam bentuk forum panel lintas tim
evaluasi, untuk menentukan standarisasi nilai dan penetapan kategori
hasil evaluasi.

Hal-hal yang berkaitan dengan pembentukan tim, perencanaan,
pelaksanaan, dan pengendalian evaluasi, seperti mekanisme penerbitan
surat tugas dan penerbitan laporan hasil evaluasi tetap mengikuti
kebijakan-kebijakan yang berlaku.

BAB IV
PELAKSANAAN EVALUASI AKIP

Berdasarkan pada kebutuhan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP,
pelaksanaan evaluasi AKIP dilakukan melalui dua tahapan yaitu yang pertama
adalah tahapan persiapan evaluasi atau yang bisa disebut dengan Pra Evaluasi
dan Pelaksanaan Evaluasi itu sendiri, seperti digambarkan sebagai berikut:

Pra Evaluasi AKIP - Evaluasi AKIP
A. Pra Evaluasi AKIP

1. Tujuan dan Manfaat Pra Evaluasi
Pra Evaluasi AKIP bertujuan untuk memperoleh gambaran awal
secara umum tentang intansi pemerintah/unit kerja yang akan
dievaluasi. Sedangkan manfaat pra evaluasi, antara lain:

a. Memberikan gambaran pemahaman dasar mengenai Kkinerja
utama atau peran dasar instansi pemerintah /unit kerja yang akan
dievaluasi;

b. Memberikan informasi tentang fokus prioritas yang menjadi
perhatian dalam evaluasi, dan

c. Agar dapat merencanakan dan mengorganisasikan evaluasi secara
berkualitas dan sesuai tujuan.

2. Jenis Data dan Informasi yang Dikumpulkan pada Pra Evaluasi Sesuai
dengan tujuan dan manfaat pra evaluasi, beberapa data/informasi
yang diharapkan diperoleh terkait instansi pemerintah/unit kerja yang
akan dievaluasi, antara lain:

a. Peraturan perundangan yang mendasari;

Mandat:

Tugas, fungsi, dan kewenangan;

Struktur organisasi,

Hubungan/koordinasi dengan organisasi lain;

Permasalahan dan isu strategis;

Kinerja utama (sasaran strategis dan indikator kinerjaj;

Aktivitas utama;

SN
SR

TR0 R0
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Sumber pembiayaan;

Capaian kinerja beserta dengan analisis capaian kinerja;
Sistem informasi kinerja yang digunakan; dan

Hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya.

Dalam tahapan pra evaluasi, evaluator hendaknya tidak terjebak
pada pengumpulan data yang terlalu mendetail, karena pada dasarnya
pra evaluasi dititikberatkan untuk memahami instansi
pemerintah/unit kerja yang akan dievaluasi secara umum yang
hasilnya akan digunakansebagai data awal dalam merencanakan
evaluasi.

Teknik Pengumpulan Data dan Informasi Pra Evaluasi

Pengumpulan data dan informasij pra evaluasi AKIP dapat
dilakukan dengan beberapa cara, yaitu dengan survei melalui cheklist
pengumpulan data dan informasi, komunikasi melaluij tanya jawab
sederhana kepada penyedia data dan informasi, observasi data dan
informasi, atau studi dokumentasi melalui sumber literasi lain seperti
peraturan perundangan dan media informasi baik cetak maupun
elektronik/digital. Pengumpulan data dan informasi pra evaluasi AKIP
Jjuga dapat dilakukan dengan melakukan kombinasi diantara beberapa
cara tersebut.

— Rt e e

B. Pelaksanaan Evaluasi AKIP

1.

Penetapan Variabel dan Bobot Penilaian

Evaluasi AKIP difokuskan pada Kriteria-Kkriteria yang telah
ditetapkan dengan tetap memperhatikan hasil evaluasi AKIP tahun
sebelumnya. Data dan informasi yang digunakan dalam evaluasij
merupakan data dan informasi terakhir yang digunakan dalam
implementasi SAKIP saat evaluasi berjalan. Isu penting yang perlu
diungkap melalui evaluasi AKIP ini, antara lain:

a. Kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai
untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;

b. Pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah
menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai
kinerja;

c. Pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian
kinerja, baik keberhasilan /kegagalan kinerja serta upaya
perbaikan / penyempurnaannya yang memberikan dampak besar
dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja
berikutnya;

d. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan
nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk
efektifitas dan efisiensi kinerja; dan

€. Evaluasi AKIP harus dapat memberikan simpulan hasil penilaian
beberapa variabel, antara lain kriteria-kriteria yang ada dalam
penerapan komponen-komponen manajemen kinerja yang
meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan
kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal sebagai fakta
obyektif instansi pemerintah/unit kerja mengimplementasikan
SAKIP.

Komponen-komponen tersebut kemudian dituangkan dalam
Lembar Kerja Evaluasi (LKE), sesuai dengan kriteria masing-masing
komponen. Variabel-variabel tersebut, yaitu:

a. Komponen
Terdiri dari Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan
Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
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b. Sub-komponen
Dibagi dengan gradasi Keberadaan, Kualitas, dan Pemanfaatan
pada setiap komponen

c. Kriteria

Merupakan gambaran kondisi yang perlu dicapai di setiap
subkomponen untuk dapat dinilai apakah kondisi tersebut sudah
atau belum dicapai dan dapat digambarkan atau tidak.
LKE menyajikan komponen, sub-komponen, serta dilengkapi
dengan kriteria penilaian, dengan bobot sebagai berikut:

Berdasar data dan informasi yang dikumpulkan, LKE kemudian
dianalisis, dan digunakan sebagai bahan dasar dalam menyusun
Laporan Hasil Evaluasi (LHE) sebagaimana Lampiran IV. Variabel
dalam LKE AKIP dapat dipetakan sebagai berikut:

Komponen Sub-Komponen Kriteria
1. 1. Dokumen Perencanaan | 1. Terdapat pedoman teknis
Perencanaan kinerja telah tersedia perencanaan kinerja.
Kinerja
2. Terdapat dokumen

perencanaan kinerja jangka
panjang

3. Terdapat dokumen
perencanaan kinerja jangka
menengah.

4. Terdapat dokumen

perencanaan kinerja jangka
pendek.

5. Terdapat  dokumen
perencanaan aktivitas yang
mendukung kinerja.

6. Terdapat  dokumen
perencanaan anggaran
yang mendukung kinerja.
7. Setiap unit satuan kerja
merumuskan dan
menetapkan Perencanaan
Kinerja

2. Dokumen Perencanaan | 1. Dokumen Perencanaan
kinerja telah memenuhi | Kinerja telah diformalkan.
standar yang baik, yaitu|2. Dokumen Perencanaan
untuk mencapai hasil | Kinerja telah
dengan ukuran kinerja | dipublikasikan tepat
yang SMART, | waktu.
menggunakan
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kinerja bidang
(crosscutting)

penyelarasan  (cascading)
disetiap level secara logis,
serta memperhatikan

lain

3. Dokumen Perencanaan
Kinerja telah
menggambarkan
Kebutuhan atas kinerja
sebenarnya yang perlu
dicapai.

4. Kualitas Rumusan Hasil
(Tujuan/Sasaran) telah
jelas menggambarkan
kondisi kinerja yang akan
dicapai.

5. Ukuran Keberhasilan
(Indikator Kinerja) telah
memenuhi kriteria SMART
6. Indikator Kinerja Utama
(IKU) telah
menggambarkan  kondisi
Kinerja Utama yang harus
dicapai, tertuang secara
berkelanjutan diganti
dalam 1 periode
Perencanaan Strategis).

7. Target yang ditetapkan
dalam Perencanaan Kinerja
dapat dicapai (achievable),
menantang, dan realistis.
8. Setiap Dokumen
Perencanaan Kinerja
menggambarkan hubungan
berkesinambungan, serta
selaras antara
Kondisi/Hasil yang akan
dicapai di setiap level
Jjabatan (Cascading).

9. Perencanaan Kkinerja
dapat memberikan
informasi tentang
hubungan kinerja, strategi.
kebijakan, bahkan aktivitas
antar bidang/dengan tugas
dan fungsi lain yang
berkaitan (Crosscutting)

berkesinambungan 10.
Setiap pegawai
merumuskan dan

menetapkan Perencanaan
Kinerja.

dimanfaatkan

3. Perencanaan Kinerja telah

untuk

mewujudkan hasil yang

1. Anggaran yang
ditetapkan telah mengacu
pada Kinerja yang ingin

dicapai.
2. Aktivitas yang
dilaksanakan telah

mendukung Kinerja yang
ingin dicapai.
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3. Target yang ditetapkan
dalam Perencanaan Kinerja
telah dicapai dengan baik,
atau setidaknya masih on
the right track.

4. Rencana aksi kinerja
dapat berjalan dinamis
karena capaian kinerja
berkala.

S. Terdapat
perbaikan/penyempurna
an Dokumen Perencanaan
Kinerja yang ditetapkan

dari hasil analisis
perbaikan kinerja
sebelumnya.

6. Terdapat
perbaikan/penyempurnaan
Dokumen Perencanaan
Kinerja dalam mewujudkan
kondisi/hasil yang lebih
baik.

7. Setiap unit/satuan kerja
memahami dan peduli,
serta berkomitmen dalam
mencapai kinerja yang
telah direncanakan.

8. Setiap Pegawai
memahami dan peduli,
serta berkomitmen dalam
mencapai kinerja yang
telah direncanakan.

2.
Pengukuran
Kinerja

1. Pengukuran
telah dilakukan

Kinerja

1. Terdapat pedoman teknis
pengukuran kinerja dan
pengumpulan data kinerja.
2. Terdapat Definisi
Operasional yang jelas atas
kinerja dan cara mengukur
indikator kinerja.

3. Terdapat mekanisme
yang jelas terhadap data

kinerja yang dapat
diandalkan.
2. Pengukuran Kinerja | 1. Pimpinan selalu terlibat
telah menjadi kebutuhan | sebagai pengambil

dalam mewujudkan kinerja
secara Efektif dan Efisien
dan telah dilakukan secara
berjenjang dan
berkelanjutan

keputusan (Decision Maker
dalam mengukur capaian
kinerja.

2. Data kinerja yang
dikumpulkan telah relevan
untuk mengukur capaian
kinerja yang diharapkan

3. Data kinerja yang
dikumpulkan telah
mendukung capaian

kinerja yang diharapkan.
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4. Pengukuran kinerja telah
dilakukan secara berkala.
S. Setiap level organisasi
melakukan pemantauan
atas pengukuran capaian
kinerja unit dibawahnya
secara berjenjang.

6. Pengumpulan data
kinerja telah
memanfaatkan Teknologi
Informasi (Aplikasi).

7. Pengukuran capaian
kinerja telah

memanfaatkan Teknologi
Informasi (Aplikasi)

3. Pengukuran kinerja telah
dijadikan dasar dalam
pemberian Reward dan
Punishment, serta
penyesuaian strategi dalam
mencapai  kinerja yang
efektif dan efisien

1. Pengukuran Kinerja
telah menjadi dasar dalam
penyesuaian
(pemberian/pengurangan)
tunjangan
kinerja/penghasilan.

2. Pengukuran Kinerja
telah menjadi dasar dalam
penempatan/ penghapusan
Jabatan baik struktural
maupun fungsional
3. Pengukuran kinerja telah
mempengaruhi
penyesuaian
Organisasi.

4. Pengukuran kinerja telah
mempengaruhi
penyesuaian Strategi dalam
mencapai kinerja.

5. Pengukuran kinerja telah
mempengaruhi
penyesuaian Kebijakan
dalam mencapai kinerija.

6. Pengukuran kinerja telah
mempengaruhi
penyesuaian Aktivitas
dalam mencapai kinerja.

7. Pengukuran kinerja telah
mempengaruhi
penyesuaian Anggaran
dalam mencapai kinerja.

8. Terdapat efisiensi atas
penggunaan anggaran
dalam mencapai kinerja.

9. Setiap unit/satuan kerja
memahami dan peduli atas
hasil pengukuran kinerja.

10. Setiap pegawai
memahami dan peduli atas
hasil pengukuran kinerja.

(Refocusing)
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3. Pelaporan
Kinerja

1. Terdapat Dokumen
Laporan yang
menggambarkan Kinerja

1. Dokumen Laporan
Kinerja telah disusun.

2. Dokumen Laporan
Kinerja telah disusun
secara berkala

3. Dokumen Laporan

Kinerja telah diformalkan.
4. Dokumen Laporan

Kriteria Kinerja telah
direviu.

5. Dokumen Laporan
Kinerja telah
dipublikasikan

6. Dokumen Laporan

Kinerja telah disampaikan

tepat waktu.
2. Dokumen Laporan | 1. Dokumen Laporan
Kinerja telah memenuhi|Kinerja disusun secara
Standar menggambarkan | berkualitas sesuai dengan
kualitas atas Pencapaian | standar
Kinerja, informasi | 2. Dokumen Laporan

keberhasilan/kegagalan
kinerja serta upaya
perbaikan/penyempurnaan
nya

Kinerja telah mengungkap
seluruh informasi tentang
pencapaian Kinerja.

3. Dokumen Laporan
Kinerja telah menginfokan
perbandingan realisasi
kinerja  dengan  target
tahunan.

4. Dokumen Laporan

Kinerja telah menginfokan

perbandingan realisasi
kinerja dengan  target
jangka menengah.

S. Dokumen Laporan
Kinerja telah menginfokan
perbandingan realisasi
kinerja dengan realisasi
kinerja tahun-tahun
sebelumnya.

6. Dokumen Laporan
Kinerja

telah menginfokan
perbandingan realisasi
kinerja dengan realiasi
kinerja di level

nasional/internasional
(Benchmark Kinerja)

7. Dokumen Laporan
Kinerja

telah menginfokan kualitas
atas capaian kinerja

beserta upaya nyata
dan/atau hambatannya.

8. Dokumen Laporan
Kinerja
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telah menginfokan efisiensi
atas penggunaan sumber
daya dalam mencapai

kinerja.
9. Dokumen Laporan
Kinerja
telah menginfokan upaya
perbaikan
dan penyempurnaan
kinerja ke depan
(Rekomendasi
perbaikan kinerja).

3. Pelaporan Kinerja telah 1. Informasi dalam laporan

memberikan dampak yang | kinerja  selalu  menjadi
besar dalam penyesuaian | perhatian

strategi/kebijakan dalam | utama pimpinan
mencapai kinerja | (Bertanggung Jawab).
berikutnya 2. Penyajian informasi

dalam laporan kinerja
menjadi kepedulian
seluruh pegawai.

3. Informasi dalam laporan
kinerja berkala telah
digunakan dalam
penyesuaian aktivitas
untuk mencapai kinerja.

4. Informasi dalam laporan
kinerja berkala telah
digunakan dalam
penyesuaian penggunaan
anggaran untuk mencapai
kinerja.

S. Informasi dalam laporan
kinerja telah digunakan
dalam evaluasi pencapaian
keberhasilan kinerja.

6. Informasi dalam laporan
kinerja telah digunakan
dalam penyesuaian
perencanaan kinerja yang
akan dihadapi berikutnya.
7. Informasi dalam laporan
kinerja selalu
mempengaruhi perubahan
budaya kinerja organisasi.

4. Evaluasi|1l. Evaluasi Akuntabilitas | 1. Terdapat pedoman teknis
Akuntabilitas | Kinerja Internal telah | Evaluasi AKIP Internal.

Kinerja dilaksanakan 2. Evaluasi AKIP Internal

Internal telah dilaksanakan pada
seluruh unit
kerja/perangkat daerah.

3. Evaluasi AKIP Internal
telah dilaksanakan secara

berjenjang
2. Evaluasi AKIP Internal| 1. Evaluasi AKIP Internal 2.
Daya yang memadai telah | Evaluasi Akuntabilitas
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dilaksanakan oleh SDM yang
memadai.

Kinerja Internal telah telah
dilaksanakan sesuai
dilaksanakan secara
standar berkualitas dengan
Sumber

3. Evaluasi AKIP Internal
telah dilaksanakan dengan
pendalaman yang
memadai. 4. Evaluasi AKIP
Internal telah dilaksanakan
pada seluruh unit
kerja/perangkat daerah. 5.
Evaluasi AKIP Internal
telah dilaksanakan
menggunakan  Teknologi
Informasi (Aplikasi).

3. Implementasi SAKIP telah
meningkat karena evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Internal
sehingga memberikan kesan
yang nyata (dampak) dalam
efektifitas dan efisiensi
kinerja

1. Seluruh rekomendasi
atas hasil evaluasi AKIP
internal telah
ditindaklanjuti.
memberikan kesan yang

2. Telah terjadi
peningkatan implementasi
SAKIP dengan
melaksanakan tindak
lanjut atas rerkomendasi
hasil evaluasi AKIP
internal.

3. Hasil Evaluasi AKIP
Internal telah
dimanfaatkan untuk

perbaikan dan peningkatan
akuntabilitas kinerja.

4. Hasil dari Evaluasi AKIP
Internal dimanfaatkan
dalam mendukung
efektifitas dan efisiensi
kinerja.

S. Telah terjadi perbaikan
dan peningkatan kinerja
AKIP hasil evaluasi
internal.

Evaluator AKIP

Pelaksana evaluasi AKIP adalah evaluator pada Kementerian

PANRB atau tim yang ditunjuk melalui Keputusan Menteri PANRB
untuk melaksanakan evaluasi AKIP. Tim Evaluator AKIP setidaknya
terdiri dari Penanggung Jawab, Supervisor (Pengawas), Ketua Tim, dan
Anggota Tim yang akan membagi tugas melaksanakan evaluasi AKIP
dengan mengisi LKE dan Menyusun LHE, serta menyampaikannya
kepada pihak yang dievaluasi (Evaluatan).

Setiap kriteria yang dinilai pada LKE ini membutuhkan
"Professional Judgements" dari evaluator karena terkait dengan
penilaian kualitatif. LKE disusun dengan maksud sebagai kertas kerja
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evaluator dalam melakukan pengumpulan, penilaian, analisis, serta
penyimpulan data dan informasi.
Evaluatan AKIP

a.

Evaluatan AKIP terdiri dari

Pemerintah Daerah meliputi entitas Pemerintah Kabupaten
sebagai "Pusat” dengan unit/satuan kerja, yaitu jajaran yang ada
di bawahnya, Unit/satuan Kkerja yang diuji petik (sampling) untuk
dievaluasi disesuaikan dengan kebutuhan minimum dalam
pencapa_lan predikat AKIP, sebagai berikut:

Target predikat C dan D, tidak perlu penilaian sampling unit
kerja karena fokus perbaikan adalah pada level "Pusat";
Target predikat CC perlu sampling unit kerja yang ada pada
"Klaster Utama" dengan jumlah sampling minimal 3 unit
kerja;

Target predikat B selain perlu sampling unit kerja yang ada
pada "Klaster Utama dengan jumlah sampling minimal 3 unit
kerja, juga perlu sampling unit kerja yang ada pada "Klaster
Pendukung dengan jumlah sampling minimal 3 unit kerja,
dan rata-rata sampling unit kerja pada "Klaster Utama harus
minimal "Baik" (Rata-rata B).

Target predikat BB selain perlu sampling unit kerja yang ada
pada "Klaster Utama" dan "Klaster Pendukung dengan jumlah
sampling masing-masing minimal 3 unit kerja, juga perlu
sampling unit kerja yang ada pada "Klaster Tambahan"
dengan jumlah sampling minimal 3 unit kerja, dan nilai rata-
rata sampling unit kerja pada "Klaster Utama" harus minimal
"Sangat Baik" (Rata-rata BB);

Target A selain perlu sampling unit kerja yang ada pada
seluruh klaster unit kerja, dengan jumlah sampling masing-
masing minimal 3 unit kerja, nilai rata-rata sampling unit
kerja pada "Klaster Utama harus minimal "Memuaskan"
(Rata-rata A) dan nilai rata-rata sampling unit kerja pada
"Klaster Pendukung" harus minimal "Sangat Baik" (Rata-rata
BB); dan

Target predikat AA selain perlu sampling unit kerja yang ada
pada seluruh klaster unit kerja, dengan jumlah sampling
masingmasing minimal 3 unit Kerja, nilai rata-rata sampling
unit kerja pada seluruh klaster harus minimal "Memuaskan"
(Rata-rata A).

Berikut daftar klaster untuk sampling unit kerja dalam evaluasi
AKIP pada Pemerintah Daerah:

pemukiman

pencatatan sipil

Utama Pendukung Tambahan
1. Perencanaan | 1. Tenaga Kerja. 1. Komunikasi dan
Pembangunan 2. Pemberdayaan | informatika
Daerah perempuan dan | 2. Statistik
2. Pengawasan | perlindungan anak | 3. Persandian
Internal 3. Pengendalian | 4. Kearsipan

3. Pendidikan penduduk dan | 5. Kesekretariatan 6.
4. Kesehatan keluarga berencana | Kepegawaian

5. Pekerjaan umum | 4. Pangan 7. Keuangan

dan penataan | S. Pertanahan 8. Aset (Barang Milik
ruang 6. Lingkungan | Negara/Daerah)

6. Perumahan | hidup 9. Rumah Sakit
rakyat dan | 7. Administrasi | 10. Pendidikan dan
kawasan kependudukan dan | Pelatihan

11. Kecamatan
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7. Ketentraman, | 8. Pemberdayaan
ketertiban, dan | masyarakat dan
perlindungan desa
masyarakat 9. Perhubungan
8. Sosial 10. Koperasi, usaha
9. Pertanian | kecil dan menengah
(Pilihan) 11. Penanaman
10. Kelautan dan | Modal
Perikanan (Pilihan) | 12. Kepemudaan
11. Perindustrian | dan olah raga
(Pilihan) 13. Perpustakaan
12. Pariwisata | 14. Kebudayaan
(Pilihan) 15. Kehutanan
13. Perdagangan 16. Energi dan
Sumber Daya
Mineral
17. Transmigrasi

Pengisian LKE AKIP
Penilaian dilakukan pada sub-komponen evaluasi AKIP, dan
setiap sub-komponen dinilai berdasarkan pemenuhan kualitas dari
kriteria. Sub-komponen akan dinilai dengan pilihan jawaban
AA/A/BB/B/CC/C/D/E, jika kondisi atau gambaran kriteria sesuai
dengan gradasi nilai sebagai berikut:
AA (Bobot nilai 100) Jika kualitas seluruh kriteria
telah terpenuhi (100%) dan
terdapat upaya inovatif serta
layak menjadi percontohan secara
nasional.
A (Bobot nilai 90) Jika kualitas seluruh kriteria
telah terpenuhi (100%) dan
terdapat beberapa upaya yang
bisa dihargai dari pemenuhan
kriteria tersebut.
BB (Bobot nilai 80) Jika kualitas seluruh kriteria
telah terpenuhi (100%) sesuai
dengan mandat kebijakan.

B (Bobot nilai 70) Jika kualitas sebagian besar
kriteria telah terpenuhi (>75%-
100%).

CC (Bobot nilai 60) Jika kualitas sebagian besar
kriteria telah terpenuhi (>50%-
75%).

C (Bobot nilai 50) Jika kualitas sebagian kecil
kriteria telah terpenuhi (>25%-
50%).

D (Bobot nilai 30) Jika kriteria penilaian

akuntabilitas kinerja telah mulai
dipenuhi (>0%-25%).

E (Bobot nilai 0) Jika sama sekali tidak ada upaya
dalam pemenuhan kriteria
penialaian akuntabilitas kinerja.

Setiap sub-komponen kriteria yang telah diberikan nilai dalam
pemenuhan kriteria harus dilengkapi dengan catatan berupa
keterangan beserta bukti daftar dokumen yang mendukung dan
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relevan. Nilai pada sub-komponen yang telah terisi akan terakumulasi
sehingga diperoleh nilai total (hasil akhir) di setiap komponen
Penyimpulan Data dan Informasi setelah Pengisian LKE

Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen
memberikan gambaran tingkat AKIP, dengan kategori predikat sebagai
berikut:

Predikat Interpretasi
AA (Nilai > 90-100) Sangat Memuaskan
Telah terwujud Good Governance. Seluruh
kinerja dikelola dengan sangat
memuaskan di seluruh unit kerja. Telah
terbentuk pemerintah yang yang dinamis,
adaptif, dan efisien (Reform). Pengukuran
kinerja telah dilakukan sampai ke level
individu.
A (Nilai > 80 - 90) Memuaskan
Terdapat gambaran bahwa instansi
pemerintah/unit kerja dapat memimpin
perubahan dalam mewujudkan
pemerintahan berorientasi hasil, karena
pengukuran kinerja telah dilakukan

sampai ke level eselon
4 /Pengawas/Subkoordinator,
BB (Nilai > 70 - 80) Sangat Baik

Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat
baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit
kerja utama, maupun unit kerja
pendukung. Akuntabilitas yang sangat
baik ditandai dengan mulai terwujudnya
efisiensi penggunaan anggaran dalam
mencapai kinerja, memiliki sistem
manajemen Kkinerja yang andal dan
berbasis teknologi informasi, serta
pengukuran kinerja telah dilakukan
sampai ke level eselon 3/koordinator.

B (Nilai > 60-70) Baik

Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah
baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada
unit kerja utama. Terlihat masih perlu
adanya sedikit perbaikan pada unit kerja,
serta komitmen dalam manajemen
kinerja. @ Pengukuran kinerja baru
dilaksanakan sampai dengan level eselon
2/unit kerja.

CC (Nilai > 50 - 60) Cukup (Memadai)

Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup
baik. Namun demikian, masih perlu
banyak perbaikan walaupun tidak
mendasar khususnya akuntabilitas
kinerja pada unit kerja

C (Nilai > 30 - 50) Kurang

Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang
dapat diandalkan. Belum terimplementasi
sistem manajemen kinerja sehingga
masih perlu banyak perbaikan mendasar
di level pusat.
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D (Nilai >0-30) Sangat kurang

Sistem dan tatanan dalam AKIP sama
sekali tidak dapat diandalkan. Sama
sekali  belum terdapat penerapan
manajemen kinerja sehingga masih perlu
banyak perbaikan/perubahan  yang
sifatnya sangat mendasar, khususnya
dalam implementasi SAKIP.

6. Pemantauan Berkelanjutan
Untuk menjaga obyektivitas dalam penilaian, perlu dilakukan

reviu secara berjenjang atas proses dan hasil evaluasi dari tim

evaluator dengan pengaturan sebagai berikut:

a. Reviu tingkat I dilakukan di masing-masing tim evaluator oleh
supervisor tim.

b. Reviu tingkat 2 dilakukan dalam bentuk forum panel seluruh tim
evaluator, terutama untuk menentukan standarisasi nilai dan
penetapan kategori hasil evaluasi.

BAB V
PELAPORAN DAN PENGOMUNIKASIAN HASIL EVALUASI AKIP

Setiap surat tugas yang diterbikan untuk pelaksanaan evaluasi AKIP
harus menghasilkan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dan Laporan Hasil Evaluasi
(LHE). LHE AKIP disusun berdasarkan berbagai hasil pengumpulan data dan
fakta serta analisis yang telah didokumentasikan dalam LKE. LKE tersebut berisi
fakta dan data yang dianggap relevan dan berarti untuk perumusan temuan
permasalahan serta saran dan rekomendasi perbaikan peningkatan AKIP. Data
dan deskripsi fakta ini ditulis kemudian dianalisis (pemilahan, pembandingan,
pengukuran, dan penyusunan argumentasi) sampai pada simpulannya dalam
LHE. Pada instansi pemerintah/unit kerja yang sudah pernah dievaluasi,
pelaporan hasil evaluasi diharapkan menyajikan informasi tindak lanjut dari
rekomendasi tahun sebelumnya, sehingga diperoleh data yang dapat
diperbandingkan dan dapat diketahui perbaikan-perbaikan yang telah
dilakukan

LHE AKIP pada Unit Kerja yang dievaluasi oleh evaluator
kementerian/lembaga/pemerintah daerah, disampaikan kepada pimpinan unit
kerja yang dievaluasi dengan tembusan kepada menteri/pimpinan
lembaga/kepala daerah yang bersangkutan. Ikhtisar keseluruhan dari LHE
tersebut kemudian disampaikan kepada Kementerian PANRB.

Format LHE, selain bentuk surat (short-form), juga dapat berbentuk bab
yang dikenal dengan bentuk penyajian yang panjang (long-form). Secara garis
besar, penyusunan LHE AKIP dapat disampaikan seperti berikut:

1. Pendahuluan

Dasar Hukum Evaluasi

Latar Belakang Evaluasi

Tujuan Evaluasi

Ruang Lingkup Evaluasi

Metodologi Evaluasi-

Gambaran Umum Instansi Pemerintah /Unit Kerja

Gambaran Umum Implementasi SAKIP Instansi Pemerintah /Unit Kerja
Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya (jika periode
sebelumnya dievaluasi)

FR™me a0 oTe
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2. Gambaran Hasil Evaluasi
a. Kondisi, berupa gambaran baik maupun catatan kekurangan tentang
kondisi sebelum, sesudah, serta dampak keberhasilan pada:
1) Evaluasi atas Perencanaan Kinerja
2) Evaluasi atas Pengukuran Kinerja
3) Evaluasi atas Pelaporan Kinerja
4) Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
S5) Evaluasi atas Capaian Kinerja
b. Rekomendasi atas catatan kekurangan untuk perbaikan
3. Penutupan
a. Simpulan
b. Dorongan terhadap implementasi SAKIP yang lebih baik

BAB VI
PENUTUP

Evaluasi AKIP merupakan bagian dari siklus manajemen kinerja instansi
pemerintah/unit kerja. Dengan ditetapkannya Pedoman Evaluasi AKIP ini,
diharapkan para evaluator dapat memiliki acuan yang sama dalam
melaksanakan evaluasi. Namun demikian, diharapkan para evaluator juga dapat
menggunakan inovasi-inovasi baru, serta dapat mengembangkan secara terus-
menerus metode dan teknik evaluasi AKIP yang lebih optimal dan lebih efisien.

Pada akhirnya keberhasilan pelaksanaan evaluasi AKIP diharapkan dapat
mewujudkan tujuan dari implementasi SAKIP itu sendiri, yaitu meningkatnya
kinerja instansi pemerintah/unit kerja serta meningkatnya akuntabilitas
instansi pemerintah/unit kerja terhadap kinerjanya.
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LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG

EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH DAERAH

A. FORMAT PROGRAM KERJA EVALUASI

KOP

PROGRAM KERJA EVALUASI

A.UMUM
1. |[Judul PKP Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (Evaluasi -AKIP)
2. Nomor b [eee /... /20....
3. Tanggal 1
4. SKPD yang diawasi Seluruh SKPD Se-Kabupaten Batang
S. Sifat Pengawasan Pengawasan Wajib APIP
6. Periode Pengawasan Tahun ....
7. | Lama Pengawasan Tanggal .....
B.DASAR

1) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

3) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi
Pemerintah;

5) Peraturan Bupati Batang Nomor....... tanggal......... tentang Pedoman
Evaluasi AKIP. ’

C.TUJUAN EVALUASI

1) Tujuan Umum untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam
mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan
berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah

2) Tuyjuan Khusus :
a. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP
b. Menilai tingkat implementasi SAKIP
c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja
d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP
e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

D.SASARAN EVALUASI
Mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan
pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta
meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat

E.RUANG LINGKUP
Ruang Lingkup Evaluasi AKIP meliputi :
1) Penilaian kualitas perencanaan kinerja
2) Penilaian pengukuran kinerja
3) Penilaian pelaporan kinerja
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4) Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal

F. POLA PELAPORAN
Pelaporan disajikan dalam bentuk Bab

G. METODOLOGI
Tingkat Evaluasi yang akan dilakukan adalah Evaluasi secara Terbatas yaitu
evaluasi dengan melakukan penelaahan dokumen atau informasi yang tersedia,
konfirmasi, pengujian dan analisis terbatas pada komponen akuntabilitas
kinerja.
Sedangkan metodologi yang digunakan dalam evaluasi adalah kombinasi dari
metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan teknik :
1) Cheklist Pengumpulan Data dan Informasi
2) Komunikasi melalui Tanya Jawab Sederhana
3) Observasi
4) Studi Dokumentasi

H. BATASAN EVALUASI
Pelaksanaan evaluasi ini dibatasi pada aspek-aspek yang tercantum pada ruang
lingkup, dan tidak dirancang untuk mengungkap adanya kecurangan (fraud).

I. SUSUNAN TIM

Penanggungjawab
Wakil Penanggungjawab
Supervisor Do
Ketua Tim Do
Anggota Tim : a.
b.
c.
dstnya

J. FOKUS, INDIKATOR, DAN LANGKAH KERJA EVALUASI
Guna mencapai tujuan pengawasan, maka diperlukan Fokus, Indikator dam
Langkah Kerja sebagai pedoman operasional sebagaimana terlampir.

Batang, ........
. Menyetujui Supervisor Ketua Tim
Wakil Penanggungjawab
NIP NIP. ...... NIP. .....
Mengetahui,
NIP. ....

BUPATI BATANG,

------------------------------------
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LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 19 TAHUN 2022
TENTANG

EVALUASI AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH DAERAH

FORMAT KERTAS KERJA

A. FORMAT KERTAS KERJA KEBIJAKAN

KOP
_.\.

Disusun oleh / Tanggal Parap............... (Anggota Tim)
KOP Direviu oleh / Tanggal Parap.............. (Ketua Tim)

Disetujui oleh / Tanggal Parap .............. (Supervisor

............................ Tim)
KERTAS KERJA KEBIJAKAN
No.1.1.

Langkah Kerja Evaluasi

Pengujian Atas Kebijanakan Dalam
Perencanaan Kinerja

A. Uraian

Hasil Evaluasi

Dokumen Pendukung Ada

Tidak
Ada

1. Terdapat pedoman teknis
perencanaan kinerja

Perbup No....Tgl....

2. Terdapat dokumen perencanaan
kinerja jangka panjang

Misal Perda Grand
Desain Reformasi
Birokrasi No...Tgl...

3. Terdapat dokumen perencanaan
kinerja jangka menengah

Misal Renstra OPD ..

4. Terdapat dokumen perencanaan

Misal Renja OPD

kinerja jangka pendek Tahun 2022
5. Terdapat dokumen perencanaan Misal Kerangka Acuan
aktivitas yang mendukung kinerja Kerja Kegiatan ...

6. Terdapat dokumen Perencanaan
Anggaran yang mendukung
kinerja

Misal RKA/DPA/RKO

B. Hasil Penilaian

B.1. Jumlah jawaban ada / ya
dibagi jumlah indikator
dikalikan 100 %

.................... X 100

....................

.....

B.2.Hasil wawancara

Telah dipertahankan Telah

dalam setidaknya 5 dipertahankan
tahun terakhir dalam setidaknya
1 tahun terakhir

C. Kreteria Penilaian

AA = 100 jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan
dalam setidaknya 5 tahun terakhir

A =90, jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan
dalam setidaknya 1 tahun terakhir
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BB. = 80 jika kualitas seluruh kreteria telah terpenuhi (100%) sesuai mandat
kebijakan nasional

B = 70, jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75% - 100%)

CC = 60, jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi ( >50% - 75%)

C = 50, jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi ( > 25 % - 50%)

D = 30, jika kreteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi ( > 0%
- 25%)

E = 0, jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian
akuntabilitas kinerja

D.KESIMPULAN

Hasil penilaian yang harus diinput | ...... AA misalnya
kedalam Template Excel LKE
adalah
Catatan Reviu dari Supervisor/Ketua Tim Batang, ........
Evaluator
Nama Nama
NIP NIP

BUPATI BATANG,

TTD

..........................
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B. FORMAT KERTAS KERJA KUALITAS

KOP
Disusun oleh / Tanggal Parap............... (Anggota Tim)
KOP Direviu oleh / Tanggal Parap.............. (Ketua Tim)
Disetujui oleh / Tanggal Parap .............. (Supervisor
............................ Tim)
KERTAS KERJA KUALITAS PEREN CANAAN KINERJA
No.1.2.

Langkah Kerja Evaluasi

Pengujian Atas Kalitas Perencanaan Kinerja

D. Uraian

Hasil Evaluasi

Dokumen Pendukung Ya Tidak

7. Dokumen Perencanaan Kinerja
telah diformalkan

Perda No....Tgl.....atau
Perbup No....Tgl....atau
SK No...Tgl....

8. Dokumen Perencanaan Kinerja
telah dipublikasikan tepat
waktu

Foto Copy atau Bukti
Foto Kegiatan.....atau
Screenshoot atau bukti
lain yang relevan

Hasil Evaluasi

Kinerja Utama yang harus
dicapai, tertuang secara
berkelanjutan (sustainable —
tidak diganti dalam 1 periode
Perencanaa)

ANALISIS Ya Tidak
9. Dokumen Perencanaan Kinerja -
telah menggambarkan
kebutuhan atas kinerja
sebenarnya yang perlu dicapai
10. Kualitas Rumusan Hasil -
(Tujuan/Sasaran) telah jelas
menggambarkan kondisi kinerja
yang akan dicapai
11. Ukuran Keberhasilan Indikator | Indikator :
Kinerja telah memenuhi kriteria | a. ........... (SMART/Tida
SMART k)
b. ceeeun..n.
c. Dstnya
12. Indikator Kinerja Utama (IKU) SK/Perbup perubahan
telah menggambarkan kondisi IKU No.....tgl....

13. Target yang ditetapkan dalam
Perencanaan Kinerja dapat
dapat dicapai (achievable),
menantang, dan realistis

a. Indikator
......... dengan target
e Dapat dicapai Y/T
e Menantang Y/T
* Realistis Y/T

b. Indikator

¢ Dapat dicapai Y/T
e Menantang Y/T
e Realistis Y/T

c. Dstnya
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14. Setiap dokumen Perencanaan
Kinerja menggambarkan
hubungan yang
berkesinambungan, serta
selaras antara kondisi / hasil
yang akan dicapai disetiap level
jabatan (cascading)

Ada dokumen
Cascading

15. Perencanaan Kinerja dapat
memberikan informasi tentang
hubungan kinerja, strategi,
kebijakan bahkan aktivitas
antar bidang / dengan tugas
dan fungsi lain yang berkaitan
(Crosscutting)

16. Setiap unit / satuan kerja
merumuskan dan menetapkan
Perencanaan Kinerja

17. Setiap pegawai merumuskan
dan menetapkan Perencanaan
Kinerja

Bukti semua pegawai
memiliki SKP

E. Hasil Penilaian

B.1. Jumlah jawaban Ya dibagi

jumlah indikator dikalikan | ................... X 100 = ... 100
100% ] % ..
B.2.Hasil wawancara
1. Ada Upaya Inovatif, Ada tidak
yaitu .............
2. Upaya Inovatif yang ada Tidak

juara tingkat
nasional ....

3. Upaya inovatif
lainnya

F. Kreteria Penilaian

AA = 100, Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat
upaya inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional

A =90, Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat
beberapa upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan Kriteria tersebut

BB. = 80, Jika kualitas seluruh kreteria telah terpenuhi (100%) sesuai mandat

kebijakan nasional

B = 70, Jika kualitas sebagian besar Kriteria telah terpenuhi ( >75% - 100%)

CC = 60, Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi ( >50% - 75%)

C = 50, Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (> 25 % - 50%)

D = 30, Jika kreteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi ( > 0%

- 25%)

E =0, jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian

akuntabilitas kinerja

D.KESIMPULAN

Hasil penilaian yang harus
diinput kedalam Template Excel
LKE adalah
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Catatan Reviu dari Supervisor /Ketua Tim

Nama
NIP

Batang, ........
Evaluator

Nama
NIP
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C. FORMAT KERTAS KERJA PENDUKUNG

KOP

----------

\

Disusun oleh / Tanggal Parap............

(Anggota Tim)

-------------------

........

KOP Direviu oleh / Tanggal Parap..............

(Ketua Tim)

--------------------

(Supervisor

KERTAS KERJA PENDUKUNG

No.1.3.

Langkah Kerja Evaluasi

Pengujian Atas Pemanfaatan Perencanaan

Kinerja

G. Uraian

Dokumen Pendukung
dan Analisis

Hasil Evaluasi

Ya Tidak

18. Anggaran yang telah ditetapkan
telah mengacu pada kinerja yang
ingin dicapai

Analisis DPA

19. Aktivitas yang dilaksanakan telah
mendukung kinerja yang ingin
dicapai

Analisis rincian DPA

20. Target yang ditetapkan dalam
Perencanaan Kinerja telah dicapai
dengan baik, atau setidaknya
masih on the right track

a. Indikator ........
e Target=.....
e Realisasi = .....
e Capaian kinerja =

b. Indikator ........
e Target=......
e Realisasi = ......
¢ Capaian Kinerja =

c. Dstnya.

21. Rencana aksi kinerja dapat
berjalan dinamis karena capaian
kinerja selalu dipantau secara
berkala

Foto copy bukti
pemantauan atau
mekanisme
pemantauan

22. Terdapat perbaikan /
penyempurnaan dokumen
Perencanaan Kinerja yang
ditetapkan dari hasil analisis
perbaikan kinerja sebelumnya

Foto copy Renja tahun
yang lalu dg tahun ini
sebagai bukti
perbaikan atau surat
keterangan

23. Terdapat perbaikan /
penyempurnaan dokumen
perencanaan Kinerja dalam
mewujudkan kondisi / hasil yang
lebih baik

Foto copy Renja tahun
yang lalu dg tahun ini
sebagai bukti
perbaikan

24. Setiap unit / satuan kerja
memahami dan peduli serta
berkomitment dalam mencapai
kinerja yang telah direncanakan

Foto copy Pakta
Integritas atau adanya
Maklumat Pelayanan

25. Setiap pegawai memahami dan
peduli, serta berkomitment dalam
mencapai Kinerja yang telah
direncanakan

Foto copy Pakta
Integritas atau Foto
Copy Perjanjian
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Kinerja dari masing-
masing pegawai

H. Hasil Penilaian

B.1. Jumlah jawaban ya dibagi | ........c...........
jumlah indikator dikalikan | ... . X 100 =
o% 100

B.2.Hasil wawancara

1. Ada Upaya Inovatif, ya Tidak
yaitu .............

2. Upaya Inovatif yang ya Tidak
Jjuara tingkat
nasional ....

3. Upaya inovatif ya Tidak
lainnya

I. Kreteria Penilaian

AA = 100, Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat
upaya inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional

A =90, Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat
beberapa upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut

BB. = 80, Jika kualitas seluruh kreteria telah terpenuhi (100%) sesuai mandat
kebijakan nasional

B = 70, Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi ( >75% - 100%)

CC = 60, Jika kualitas sebagian besar Kriteria telah terpenuhi ( >50% - 75%)

C = 50, Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi ( > 25 % - 50%)

D = 30, Jika kreteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi ( >
0% - 25%)

E = 0, jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian
akuntabilitas kinerja

D.KESIMPULAN

Hasil penilaian yang harus diinput | ...... AA (misalnya)
kedalam Template Excel LKE
adalah
Catatan Reviu dari Supervisor/Ketua Tim Batang, ........
Evaluator
Nama
Nama NIP
NIP

BUPATI BATANG,

49




0Ss

“Ue[euIoNip yera) elroury] ueeueduassd uswnyo(q | I

“BLISLIY]
(8umnossouo) urep Suepiq eliouny
stg 00'6 uesneytadwow e1ss ‘si8o e1eoas [aa9] denasip (Surpeoseo)
umnyag uesere[afuad ueseungiusw ‘[ YyNS Suek elrouny

ueInsn ue3usp ‘fisey redesuswr ynjun nmyrek ‘sjreq Suek

TEPUE}S Iynuswow ye[s3 elioury ueeueouarsd uswnod | q'1
"elroury Sunynpusw Suek ueredsue ueeueousiod uswins{op jedepisy, | 9
"elroury 3unynpuswr Suef sejanse ueeurousrod uswms{op yedepio], | ¢
"Japuad esxduel elrsuny ueeuedouaiad uswnop jyedepiay, |
‘qedususw exduel elloursy ueeueousiad uswnjop jedepisy, | ¢
“Buelued ex3uel efioury] ueeueousiod uswnsjop jedepis], | z
"el1oun] ueeuesuasad s1uN9) uewopad jedepioy, | 1
"BLIS)LIY]
IS1I
g 00'9 .
BIPIsIs) Yerd) el1ouny ueeueouaIsd uoswnyo( | €|
0 00°0¢ VLIHANIM NVYNVONAIAJ I
[B[IN | ueqemep
dUSpIAY Teeq uejele) ToeS s j0q09g Bl /usuodwoy] qng /usuoduioy] ON

ISVIYTVAH TISVH YVANAT LVINNOd 'V
HVIHAVA HVINININA] ISNV.LSNI

VLIANDT SV.LITIEVINNSY ISVATVAT
ONVINHL

¢C0CT NNHV.L JONON

ONVLVE ILVdNg NVINLVIAd

AI NVIIdINVT




IS

‘Tedeorp uidur Sue£ ef1oury eped noeSuow yera) uexdelayp Suek ueressuy | 1

"BLIQ)LIY]

1SnQ

wnpeg 00°'S1 uedunqureursaxiaq Sue£ fisey ueypninmow

JMun UeyjeBjuBWIp Ye[d} BISury] UeeurousIaq | 9°1

"el1oury] ueeuesUSIS UeydEIoUSW uep ueysnuwmiow remedod denog | 11

"elroury] ueeueouois ] uesdeouow UCp wesnuwniou: 2oy wenyes /yiun denog

~
ANV

‘(8unanossoi))
uejrexroq Suedk ure 1sSuny uep sesny ueduop /3uepiq Jejue sejAnye uesyeq ‘ueseliqoy]
‘13oyens ‘elrouny ueSungny Suejuoy Iseuwrojur uesioquaw yedep eliour aeeueousiod | 6

‘(Burpeose)) uereqel [aa9]
denas 1p redeorp uesfe Sue£ nisey/ ISIpUO} eIejue SeIe[os BLISS ‘UeSunqueursaxiaq
3ue ueSunqny uexrequreSsusw elrsury ueeueouasd uswnyjoq denog | g

‘'snsIfeal uep ‘Suejueusur
‘(s1qeaaryoe) redeorp jedep elIouny] ueeuesusIad urerep uesdelanp 3uek yo81e], | 4

‘(s1891en§ uBRUEBOULIS] opotiad
[ werep nuedp Sulias yepn - sjqeureisns) ueinfuelasioq ereoss Suenjis; ‘redeorp
snrey 3ued ewrel elisury] Isipuoy uesrequressusw yera) (N3] eureln efioury Iojeqipuj | g

WLAVINS BHILL [qnuswaw yed) (ef1sury Joyexipu) Ue[iseyIaqay] uensn | 9

‘redeorp uese Suel
el1oury 1sipuoy uesrequreSuow seraf yeroy (uereseg/uenfny) nisey uesnuwny seyeny | 4

‘redeortp ni1ad uek efureusqos
elroury] seje ueyningoay uesrequressusw Ue[a} elIsury] ueeuesuaad uswnioq | g

yem jeday uesisexqndip yepe} elflsuly ueeuBOULIS] uswnoq | g




¢S

“el1oury ueredeo anynsusw
urerep (1038 uoisa() uesnyndoy quresuad redeqas Jequd) nyepes ueurdwld | T
IsTI(q 006 uenfuerasiaq uep Suelusliaq ereoss ueynyenp
wnjag ye[o) Uep ULISYH Uep JN3aJF Breoss elioury uespnnmow
werep ueyningay pefusw yeys) elioury ueinsnsuod [ q°¢C
‘uexepuelp
yedep SueX elioun| eyep uemdwnduad depeys) sefof Suek swsiuesjow yedepid] | €
“elioury
107eyIpUl INYNSusw BIed Uep eloun seje se[al Suedk reuorserad( 1stuye( jedepidl | T
“el1oury eyep uendwnsuad uep elrouny vermnynduad siuxo) uewopad jedepid] | T
sug .
wnjog 00"9 uesne[Ip yera) elioury ueinynsusd | €'g
0
00°0¢ VOIAND NVANMNONHd 4
“UeeUBdULIIP B[] sUBA
elouny redeousw wrerep USURIWONIaq eles ‘qnpad uep rureyewsw remedod denag | L
"UeeueduUaIIp ye[a) sueA elioury
redeoustl Ure[ep USURTWONI9q €1I9S ‘npad uep rureyewaw 1oy uenjes /jun denog | 9
Y{req yiqa] Suek [isey /1sipuoy uexpninmow
wrerep elioury ueeUROULISd Uswnyo( ueeurmnduwoluad /uesreqrad jedepidy, | g
“eAuwIn(oqas ellouny uexreqlad sisijeue [isey LIep
uesjdelap SueA elioury ueeuesuardd uswnsjoq ueeurndwoaluad / uesreqtod yedepis], | &
“eres{loq BIB9S
nejuedip nyeas elisury uereded vuares] stweulp uerelioq yedep el1ouly 1Sye BUBIUSY | €
“Wop43 Jybu Y3 uo YISeW BAUepPnIs
neje ‘sireq uesuap redeorp ye[e) el1oury] ueeueoualod werep uedeloyp Suek 1o31e], | €
‘redeorp urdur SueX el1oury Sunsnpusw yeyd) ueseuesie(p Suek seIANNY | T




€S

“elroun| ueinynduad [1sey seje [npad uep rwreyewaw remedad denag | 01

“elroury] ueinyn3uad [1sey seje npad uep wreyewow el1oy uenjes/jmun denas | 6

“elroury redeouswr urerep uereddue ueeundsuad seje 1suarsije yedepio], | 8
"elroury

redeousw wrerep ueredgduy uerensaluad ynredusdwow yeyd) elroun] venyndusd | 2
“elroury

redeousw urerep sejanyy uerensaiuad ynredusdwowr yera) elrour] weinsindusd | 9
"el1oury

redeouows urerep uexeliqay] uerensafuad ynredusdwow Yyee) elrount uermnsinduad | ¢
“elroury

redeousw urerep 1393ens uerensofuad ynreSuodwow Yeel elrouny ueinyndusd | ¢

‘Isestued1( (3ursnoojay]) uerensaiuad ynredusdwow yed) elroun] ueinyndudd | €
‘Teuoissuny undnew fernjynis ijreq

ueleqe uesndeysduad /ueredwouad urerep resep 1pefusw yes) elrsury ueinsynduod | g
‘ueiseysuad [elioury uesuelun)

(weSueinduad /uenaquiad) uerensoluad urerep resep peluswr yero) efraury] uvemnynduad | 1
11 0q | ) uaIsio uep Jiaje 3uek eliours redeousw
wneg 0O'ST | wrerep 1801ens uerensakuod 1108 GUOWIYSIUNG UEP PIEmMOY

uerroquiad wrerep Jesep uesIpelip yeel elisury ueinyndusd | 9°g

“(1sex1dy) 1sewoju] 13o[ous{a], UexieejuewWowW Ye[al elrours] ueredeo uemnyn3dusd | .

‘(1seyq1dy) 1seuwrioju] 130[0ux3], UBNERjUBWLW YE[9) elrour] eyep uendwndusd | 9
‘Bueflualiaq eredoss eAuyemeqip

jun elroury ueredeo ueinynsduad seje uenejuewad uesnePW Isesiuedio (943 denag | g

"e[ex1oq eledds UeNNe[lp yerd) eliour ueinyndusd | ¢

‘ueydereyrp SueA efiouny ueredeo unynpuaw yeay uemdwnsip Sues elioury eieq | ¢
‘uesdereylp

duef elioury ueredeo anyndusw yniuUN ueAd[2I Yeol ueyndumsiip Suek elioury eleq | ¢




¥S

“elroury redeousw weep

efep roquins ueeunsduad seje 1suslsys uesojuidusw yeal elroury] uelode] uswnio( | g
"eAuuejequiey neje/uep ejedu eledn
B119s9q el1oun] ueredeo seje sejeny uesjojurduow yeps) elrsury uelode] uswnyo( | 2
‘(el1sury] yjrewryouag) [BUOISBUISIUI/TEUOISEU [9AJ] Ip BlIaury Iseleal
ueduop elroury 1sesifear uedurpueqlad uesjojuidusw yers) elioury uelode] uswnio( | 9
“eAuwniaqas unyej-unye) efioury isesifeas |
ueSusp el1oury 1sesiear uedurpueqrad uesjojuidusw yersy elioury uelode] usumso( | g
‘yedusuawr exsuel 1931e]
ue3uop elrsury 1sesiear uedurpueqrad uesjojuidusw yers} elroury uelode] uswnyo( | ¢
‘ueunye) jo81e)
uedusp elioury 1sesirear uedurpueqrad uesjojuidusw yero) elioury uelode] uownso( | €
“elroury
ueredesuad uejuay isewriojur ynunyes desjdundusw yeey elioury uelode] uswno( | g
"Tepue)s UeSUIp 1ensas Sejiensiiaq eredds unsnsip elisury uerode] uswnyo( | I
s . eAuueeurndwaiuad /uesreqiad
wnpeg 0Sv efedn el1os eliouny uerededos/ueseylIaqo3 ISEUWLIOJUI
“el1oury] ueredeousd seje sejeny] ueirequreSdusw
Jepuelg Iynuawaw yela) elroury] uerode] uowmsoq | q°¢
‘nyem jeds) ueredwesip yeray elisury uelode] uswnsjoq | 9
‘uesisexiiqndip yeray elroury] ueiode] uswnio(] | G
"MIAIIP Ye[a) elioury ueiode] uswnio( | +
‘ue[ewtIofp yers) elioury ueiode] uownyoq | €
"B[exIsq eIBd3S unsnsip yejal elisury ueiode] uswnio(q | g
“unsnsip yes) elioury uerode] uswnsoq | |
sud .
wunisyg 00’ elioury] ueyrequreSdusw 3ues uerode| uswno( yedeplsy, | e'g
0 00°'St VIAENIN NVIOdVTAd €




SS

"Tepue)ls rensss ueeuesye[lp Yye[s) [eurau] elioury seyqejunsyy isenfeaq | I
st . S
umag 0S'Z repewsw gues eAe Joquing ueSuop SEI[ENIIo] BILDIS
ueseuesyE[IP Yeal reursiu] elioury seyqejunyy isenjeay | q'+
"8uelusf1oq ereoss ueseuesye[p Ye[s) reursiu] elioury sejiqeunyy isenfeay | ¢
‘Yeioep rexsuerad /[elioy
jrun yninjoss eped ueyeuesyep Ye[o reultaiu] elioury sejiqeiunyy senfeaq | g
‘Teursyuf elioury seliqeiuns(y isenreay siusa3 uewopad jedepioy | 1
sidg .
wnpeg 00°S uexeuesye[Ip ye[s) reursu] elioury seyiqeijunyy 1seneay [ e’y
)
00°'SC TVNJHLNI VOIHININ SVLITISVINNNV ISVATVAW 14
"ISBSIUedIo
elrouns edepnq ueyeqniad ynredusduow niefss eliouny uelode] weep ISBULIOU] | £
“eAuIniuaq idepeyrp uexe guek elioury
ueeuedusrad uerensafuad urerep uexeundip yepes efzsuny uerode| wepep ISeULIOU] | 9 3
“ellouny ueiseyraqay
ueredeouad 1senjeas urefep ueseundip yeo) eliours| ueiode] werep 1Isewoy] | g
“elroury redeousws ynjun uere3ddue ueeundduad
uerenssfuad werep ueyeundip yeo) efesisq efiours| uelode] urerep 1seuLIoy| | 4
“elrouny redeousw jynjun
sejianye uerensadusad wreep ueyeundip Ye[s) erextaq elisur ueiode] urefep iseutoy] | ¢
‘Temedad ynunjes uennpaday ipefusw el1ouny uelode] wrefep 1sewojul ueilekusd | ¢
‘(qemep 3un33dueliag)
ueurdund ewein ueneylad rpefusw nrefss efroury] uelode| urefep iIsewlioy] | 1
s : eAmnyaq elrsuny
wnpeg 05’2 redeousw werep ueyeliqay /1393eqis uerensakuad werep
Tesaq 3uef sjedurep uexLaqusw yersl elroury] uerode[dd | 9°¢
‘(el1ouny uexreqiad 1sepuswosay) uedsp o3 elioury
ueeuindwaduad uep uesreqiad efedn uesjojuiBuswr yersy elisury uerode] uownyod | 6




.....................................

dLL

‘DNVLVE ILvdNndg

9¢

‘Teursiur elioury seyqejunse
ISenfeas [Isey ueyjeejuewow ueduop eloun] uejesSurusd uep uesreqlad pelis yesy,

"elrouny 1suaisys uep selynoJe sunsnpusw
WE[Ep UBXJEBJUBWIID UYe[9) [BUId}U] Bl1aury SejIqeluns]y Isenfeay LIep [iISey

"elrouny seyqeIunsie uejessuraad
uep uexyreqlad jnyun ueeejuBwIp Yelo) reursu] elisury sejiqeiuns(y 1senfeasy isey

‘Teulsjur elIsury sejljqejunsie [Senjeas [ISeY ISEpUSWO3 ISl SEjE
nfuel sjepun wesfeuessyepw UESUIp JIVS Iseyuswapdun uejesisuruad 1pel1s) yepog,

‘nnfuepfepunip
Ye[a3 reussjur elisury sejrjqejunse ISEN[BAD [ISBY SE)E ISepUSWONaI YNIN[as

11(q| i el1oury 1suarsys uep Sejyna)e urerep (sjedurep) eyeAu Suek
wnjog 0S¢l UES9Y ueslsquiswr eSSUIyss reuraju] elroury sejqelunyy
ISEN[EA? BUSIRY JeXSUIUIW Ye[a) VS Isejuswardury

o

(isexqndy) 1seuroju;
13ojou9], ueyeunssSusw UEEUBSHE[IP Ye[a) [eursju] eliaury sejiqeiunyy Isenfeay

"Jelsep jexsuerad [elisy
Hun ynunyss eped uesteuesselp yers} fewtsjug elroury sejqejunsyy iseneaq

‘Tepewsw
suef ueurerepuad uesusp UESEUBSYE[IP Ye[a} [eulaju] elIouny seiiqejunyy 1senfeasq

‘Tepewowt Sued WS YI[o uexeuessenp Yero) [eutsju] elrsury] sejiqeluns|y Isenfeay

aNm




B. FORMAT HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA

HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA

DINAS .......... KAB......
TAHUN 20....
Nilai Akuntabilitas
No | lomponc/Sab. | Bobo| " kinena
20.... 20....
1 Perencanaan Kinerja 30.00 0.00
2 Pengukuran Kinerja 30.00 0.00
3 Pelaporan Kinerja 15.00 0.00
4 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja | 25.00 0.00
Internal
Nilai Akuntabilitas Kinerja Belum 0.01
Input
AA D
No Catatan
1
2
3
4
5
No Rekomendasi
1
2
3
4
S
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LAMPIRAN V

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG

EVALUASI AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH DAERAH

BENTUK PEMBINAAN, KOORDINASI, PEMANTAUAN, DAN SUPERVISI HASIL

A.

EVALUASI AKIP

BENTUK PEMBINAAN

Bentuk-bentuk pembinaan dalam SAKIP yang dapat dilakukan oleh

Bagian Organisasi adalah:

1. Sosialisasi, bimtek, FGD penyusunan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKJiP) dari masing-masing Perangkat Daerah;

2. Fasilitasi reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP) masing-masing Perangkat Daerah; dan

3. Pengkajian dan penelitian terkait bukti dukung kriteria evaluasi AKIP
dari masing-masing komponen AKIP.

BENTUK KOORDINASI

Bentuk-bentuk koordinasi dalam SAKIP yang dapat dilakukan oleh

Bapelitbang adalah:

1. Mengkoordinir penyusunan dokumen perencanaan;

2. Memastikan indikator SAKIP masuk dalam dokumen perencanaan
OPD; dan

3. Melakukan evaluasi capaian indikator kinerja SAKIP.

BENTUK PEMANTAUAN, DAN SUPERVISI

Bentuk-bentuk pemantauan dan supervisin dalam SAKIP yang dapat

dilakukan oleh Inspektorat Daerah adalah:

1. Pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP
Perangkat Daerah dan AKIP Pemerintah Daerah;

2. Supervisi/ pendampingan dalam penyelesaian tindak lanjut hasil
evaluasi AKIP Pemda; dan

3. Pemantauan atas pelaporan hasil evaluasi AKIP.

BUPATI BATANG,

WIHAJI
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